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ABSTRACT

This study aims to determine: (1) Implementation of internal controls over
receiptsm and expenditures of merchandise at KP-RI Jember University if it is
appropriate to elements of internal controls in SPAP 2011. (2) Measure the
effectiveness of internal controls over receiptsm and expenditures of merchandise at
KP-RI Jember University. Research type used is qualitative research. Data collection
technique used observation, interview, documentation, and questionnaire. Based on the
results obtained: (1) Implementation of internal controls over receiptsm and
expenditures of merchandise at KP-RI Jember University is in compliance with
elements of internal controls in SPAP 2011. (2) Internal controls over receiptsm and
expenditures of merchandise at KP-RI Jember University already operating effectively,
this is evidenced by the results of measuring the effectiveness of internal control that
has been done by the author.

Keywords : Effectiveness, Internal Control, Receiptsm and Expenditures of
Merchandise.
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I. PENDAHULUAN
1.1 Latar belakang
Pembangunan nasional
disamping melahirkan banyak
perkembangan di berbagai sektor, disisi
lain kemerosotan perekonomian
nasional tentang ekonomi kerakyatan
beberapa waktu terakhir masih terus
menjadi bahan diskusi di berbagai
forum dan oleh banyak pihak. Faktor
pasti yang menyebabkan hal tersebut
terjadi yaitu ketergantungan ekonomi
Indonesia pada sekelompok usaha kecil
dan konglomerat yang ternyata tidak
memiliki struktur internal yang kuat.
Menurut Lia Amalia (2012) dalam
penelitiannya yang berjudul “Peranan
Koperasi Dalam
(Sebuah

Deskriptif di Indonesia)” mengatakan

Pembangunan
Ekonomi Pengamatan
bahwa adanya ketergantungan tersebut
merupakan konsekuensi logis dari
kebijakan ekonomi nonliberal yang
mengedepankan pertumbuhan dengan
asumsi apabila pertumbuhan tinggi
dengan sendirinya akan membuka
banyak lapangan kerja, dank arena
banyak lapangan kerja maka
kemiskinan akan berkurang. Kebijakan
ekonomi tersebut ternyata menghasilkan
struktur ekonomi yang tidak seimbang.
Didalam struktur ekonomi yang tidak

seimbang tersebut, sekelompok kecil

elit ekonomi — yang menurut BPS
(Badan Pusat Statistik) jumlahnya
kurang dari 1% dari pelaku ekonomi —
mendapatkan berbagai fasilitas dan hak
istimewa untuk menguasai sebagian
besar sumber daya ekonomi dan
karenanya mendominasi sumbangan
dalam PDB (Produk Domestik Bruto),
pertumbuhan ekonomi, maupun pangsa
pasar. Maka dari itu, diperlukan wadah
untuk ~ menampung  dalam hal
meningkatkan  pasal  kesejahteraan
masyarakat pada khususnya masyarakat
ekonomi lemah. Badan usaha yang
sesuai untuk meningkatkan

kesejahteraan ~ masyarakat  tersebut
adalah koperasi, sebab koperasi satu-
satunya yang mempunyai  asas
kekeluargaan dan gotong royong. Hal
ini dilihat dalam UUD 1945 pasal 33
ayat 1 vyaitu, “(1) Perekonomian
disusun bersama berdasarkan atas azas

kekeluargaan ™.

Menurut  Arifinal  Chianago
(1984) dalam bukunya Perkoperasian
Indonesia, koperasi adalah  suatu
perkumpulan  yang  beranggotakan
orang-orang atau badan hukum yang
memberikan kebebasan masuk dan
keluar sebagai anggota dan bekerja
sama secara kekeluargaan menjalankan

usaha untuk mempertinggi



kesejahteraan jasmaniah para

anggotanya.

Sedangkan menurut UU No. 25
Tahun 1992, koperasi adalah badan
usaha yang beranggotakan orang
seorang atau badan hukum koperasi,
dengan  melandaskan  kegiatannya
berdasarkan prinsip koperasi sekaligus
sebagai gerakan ekonomi rakyat, yang
berdasar atas azas kekeluargaan. Maka
dari itu kemudian perkembangan
koperasi harus mempunyai sistem dan
prosedur yang baik. Penyusunan sistem
dan prosedur yang baik dalam suatu
koperasi merupakan faktor yang sangat
penting untuk menunjang koperasi
dalam menjalankan kegiatan usahanya

dengan baik.

Sistem dan prosedur merupakan
satu kesatuan yang erat kaitannya.
Karena sistenm adalah suatu kerangka
dari prosedur-prosedur yang saling
berhubungan yang disusun dengan suatu
skema yang menyeluruh  untuk
melaksanakan atau fungsi utama dari
permasalahan, Gerald Cole di Kkutip
Zaki Baridwan (2007:3). Sistem yang
baik harus mampu  memberikan
informasi yang tepat dan akurat yang
dibutuhkan oleh pihak manajemen
koperasi untuk mengetahui aktifitas dan

kinerja  koperasi secara langsung

maupun tidak langsung. Keakuratan
informasi yang disampaikan akan
mampu memperkecil resiko
pengambilan keputusan kurang baik
dalam prosedur operasional yang
dilakukan. Selain dari pihak internal
koperasi, informasi juga diperlukan
berbagai macam pihak yang
berkepentingan diluar koperasi.
Sedangkan prosedur yang baik akan
mampu menjamin pengendalian baik
pengawasan maupun Kketertiban dalam
pencatatan transaksi yang terjadi.
Dengan sistem dan prosedur yang baik,
maka sistem pengendaliannya pun baik.
Dimana sistem pengendalian intern
terdapat unsur  sistem  informasi
akuntansi yang dijalankan oleh koperasi
dan mempunyai peranan penting
terhadap usaha untuk menjaga harta
kekayaan.  Semakin  baik  sistem
pengendalian intern suatu koperasi,
maka semakin tinggi tingkat keamanan
harta kekayaan dan sebaliknya, semakin
buruk sistem pengendalian intern di
suatu koperasi maka semakin rendah

tingkat keamanan harta kekayaannya.

Oleh sebab itu, pengendalian
intern harus dilakukan oleh setiap
perusahaan maupun koperasi. Pada KP-
Rl Universitas Jember ini dalam
menjalankan

usahanya terdapat

prosedur penerimaan dan pengeluaran
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barang dagangan. Prinsipnya,
pengendalian intern memiliki struktur
pembagian tanggungjawab fungsional
secara tegas, diantaranya : (1) Kegiatan
penerimaan barang, yang diserahkan
kepada suatu unit khusus yaitu bagian
penerimaan; (2) Kegiatan pencatatan,
yang diserahkan  kepada  bagian
akuntansi; (3) Kegiatan penyimpanan
barang, yang diserahkan kepada bagian
gudang. Bagian ini harus dipisahkan
dari bagian penerimaan, karena fungsi
menerima barang berbeda dengan
fungsi penyimpanannya. Fungsi
penerimaan memerlukan keterampilan
pengecekan dan pengujian kualitas,
sedangkan fungsi penyimpanan
memerlukan kehati-hatian dan
keterampilan dalam mengamankan dan

menyelamatkan barang.

Namun pada KP-RI Universitas
Jember, ketiga fungsi tersebut belum
dijalankan dengan sempurna sehingga
sering terjadi ketidakcocokan antara
pencatatan stock penerimaan barang di
gudang dan pada saat pengeluaran atau
pendistribusian barang dari gudang ke
toko, risiko  kehilangan  ataupun
kerusakan pada barang juga masih
sering terjadi, fenomena ini penulis
perolen  berdasarkan sumber dari
internal KP-RI Universitas Jember.

Maka dipandang perlu oleh penulis

untuk dilakukan evaluasi terkait hal
tersebut, agar nantinya dapat menjadi
acuan demi tercapainya tujuan koperasi,
salah satunya vyaitu meningkatkan
profitabilitas koperasi secara signifikan.
Pembahasan tersebut akan dibahas lebih

lanjut oleh penulis dalam penelitian ini.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada permasalahan
yang dihadapi, seperti dijelaskan diatas
maka dapat dirumuskan yaitu:

a. Apakah pengendalian intern atas
penerimaan dan pengeluaran
barang dagangan pada KP-RI
Universitas Jember pada
penerapannya  sudah  sesuai
dengan standar pengendalian
intern dalam SPAP (Standar
Profesi Akuntan Publik) 20117.

b. Apakah penerapan pengendalian
intern atas penerimaan dan
pengeluaran barang dagangan
pada KP-RI Universitas Jember
sudah efektif?

1.3 Tujuan Penelitian
a. Untuk mengetahui penerapan
pengendalian intern atas
penerimaan dan pengeluaran
barang dagangan pada KP-RI
Universitas  Jember  sesuai

standar  pengendalian intern



dalam SPAP (Standar Profesi
Akuntan Publik) 2011.
b. Untuk

efektivitas pengendalian intern

mengukur tingkat

atas penerimaan dan
pengeluaran barang dagangan

pada KP-RI Universitas Jember.

Il. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Sistem

Menurut Gerald Cole di kutip
Zaki Baridwan (2007:3), sistem adalah
suatu kerangka dari prosedur-prosedur
yang saling berhubungan yang disusun
dengan suatu skema yang menyeluruh
untuk melaksanakan atau fungsi utama

dari permasalahan.

Sedangkan menurut Mulyadi
(2010:5), sistem adalah jaringan
prosedur yang dibuat menurut pola yang
terpadu untuk melaksanakan kegiatan-

kegiatan pokok perusahaan.

Berdasarkan beberapa pendapat
diatas, maka dapat disimpulkan bahwa
sistem adalah suatu jaringan dari
prosedur-prosedur yang saling
berhubungan antara yang satu dengan
yang lain yang digunakan untuk
melaksanakan kegiatan utama

perusahaan.

2.1.2. Pengertian Prosedur

Menurut  Mulyadi  (2010:5),
prosedur adalah suatu urutan kegiatan
Klerikal, biasanya melibatkan beberapa
orang dalam satu departemen atau lebih,
yang dibuat untuk menjamin
penanganan secara seragam transaksi

perusahaan yang terjadi berulang-ulang.

Berdasarkan pendapat tersebut
dapat disimpulkan bahwa pengertian
prosedur adalan urutan kerja yang
disusun untuk penanganan secara
seragam atas transaksi perusahaan yang

terjadi berulang-ulang.
2.1.3. Pengertian Sistem Akuntansi

Menurut Stettler dikutip Zaki
Baridwan (2007:4), berpendapat bahwa
sistem akuntansi adalah formulir-
formulir, catatan-catatan, prosedur-
prosedur dan alat-alat untuk mengelolah
data mengenai usaha suatu kesatuan
ekonomis dan tujuan untuk
menghasilkanumpan balik dalam bentuk
laporan-laporan yang diperlukan oleh

manajemen untuk mengawasi usahanya,

dan bagi pihak-pihak yang
berkepentingan  seperti  pemegang
saham,  kreditur, dan  lembaga-

lembagapemerintahan untuk menilai

hasil operasi.



Sedangkan menurut Mulyadi
(2010:3), sistem akuntansi adalah
organisasi formulir, catatan, dan laporan
yang dikoordinasikan sedemikian rupa
untuk menyediakan informasi keuangan
yang dibutuhkan manajemen guna

memudahkan pengolahan.

Dari beberapa definisi diatas,
maka dapat disimpulkan bahwa sistem
akuntansi adalah suatu kumpulan yang
berasal dari catatan dan laporan yang
memberikan informasi keuangan yang
dibutunkan oleh manajemen dalam

pengambilan keputusan.

2.1.4. Tujuan Penyusunan Sistem
Akuntansi

Menurut Mulyadi (2010:19),
tujuan dari penyusunan sistem akuntansi

sebagai berikut :

1. Untuk menyediakan informasi
bagi pengolahan kegiatan usaha
baru

2. Untuk memperbaiki informasi
yang dihasilkan oleh sistem yang
sudah ada baik mengenai mutu,
ketepatan penyajian, maupun
struktur informasinya.

3. Untuk

pengendalian  akuntansi  dan

memperbaiki

pengecekan intern, yaitu untuk

memperbaiki tingkat keandalan

informasi akuntansi dan untuk

menyediakan catatan lengkap

mengenai  pertanggungjawaban

dan perlindungan kekayaan
perusahaan

4. Untuk melengkapi biaya klerikal
dalam penyelenggaraan catatan
akuntansi.

2.2.  Pengendalian Intern

2.2.1. Pengertian Pengendalian

Intern

Menurut Institut Akuntan Publik
Indonesia  (IAPI) dalam bukunya
‘Standar Profesional Akuntan Publik”
(2011:319.2),
adalah suatu proses yang dijalankan

pengendalian  intern

oleh dewan komisaris manajemen dan
personal lain entitas yang didesain
untuk memberikan keyakinan memadai
tentang pencapaian tiga golongan tujuan
berikut ini : (a) keandalan pelaporan
keuangan, (b) efektifitas dan efisiensi
operasi, dan (c) kepatuhan terhadap

hukum dan peraturan yang berlaku.

Sedangkan  menurut  COSO
(Committee of Sponsoring
Organizations of the Treadway

Commision) Framework (2013),
pengendalian internal (Internal Control
— Integred Framework) adalah proses
yang dipengaruhi dewan direksi,

manajemen dan personel lainnya, pada
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suatu entitas, didesain untuk
menyediakan penjaminan bertanggung
jawab mengenai pencapaian tujuan
hubungannya  dengan  operasional,

laporan dan pencapaian tujuan.

Berdasarkan pengertian di atas
dapat disimpulkan bahwa pengendalian
intern adalah suatu kebijakan yang
dijalankan oleh suatu perusahaan yang
digunakan sebagai pengawasan serta
evaluasi agar tujuan perusahaan dapat

tercapai.

2.2.2. Unsur-Unsur Pengendalian

Intern

Dalam SPAP (Standar
Profesional Akuntan Publik) per 31
Maret 2011, pengendalian intern terdiri

dari lima unsur, yaitu :

1. Lingkungan Pengendalian
Lingkungan pengendalian
menetapkan corak organisasi
yang mempengaruhi kesadaran
pengendalian  orang-orangnya.
Dan merupakan dasar untuk
semua komponen pengendalian
intern yang lain, menyediakan
disiplin dan struktur.

2. Penaksiran Risiko
Penaksiran risiko entitas untuk
tujuan  pelaporan  keuangan

merupakan pengidentifikasian,

analisis dan pengolahan risiko
yang relevan dengan
penyusunan laporan keuangan
yang disajikan secara wajar
sesuai dengan prinsip akuntansi
yang  berlaku  umum di
Indonesia. Risiko yang relevan
dengan pelaporan  keuangan
mencakup peristiwa dan keadaan
intern dan ekstern yang
mungkin terjadi dan secara
negatif  berdampak terhadap
kemampuan  entitas  untuk
mencatat, mengolah, meringkas,
dan melaporkan data keuangan
konsisten dengan asersi
manajemen  dalam  laporan

keuangan.

. Aktifitas Pengendalian

Aktifitas pengendalian adalah
kebijakan dan prosedur yang
membantu meyakinkan bahwa
tindakan yang diperlukan telah
dilaksanakan untuk menghadapi
risiko dalam pencapaian tujuan
entitas.

Informasi dan Komunikasi
Sistem informasi yang relevan
dengan tujuan pelaporan
keuangan yang meliputi sistem
akuntansi, terdiri dari metode
dan catatan yang dibangun untuk

mencatat, mengolah, meringkas,



dan melaporkan transaksi entitas
(baik peristiwa maupun kondisi)
dan untuk memelihara
akuntabilitas bagi aktiva, utang,
dan ekuitas yang bersangkutan.
Kualitas informasi yang
dihasilkan berdampak terhadap
kemampuan manajemen untuk
membuat keputusan.
Komunikasi mencakup
penyediaan suatu pemahaman
tentang peran dan tanggung
jawab individual  berkaitan
dengan  pengendalian intern
terhadapa pelaporan.
5. Pemantauan
Pemantauan  adalah  proses
penentuan  kualitas  Kinerja
pengendalian intern sepanjang
waktu. Mencakup penentuan
desain dan operasi pengendalian
tepat waktu dan pengambilan
tindakan  koreksi.  Aktivitas
pemantauan juga mencakup
penggunaan informasi  dan
komunikasi dengan pihak luar

perusahaan.

1.2.3. Prinsip Pengendalian Intern
Menurut COSO (Committee of

Sponsoring  Organizations of the

Treadway Commision)  Framework

(2013), ada 17 prinsip yaitu :

a. Lingkungan Pengendalian (Control
Environment).

1) menunjukkan  komitmen  atas

integritas dan nilai etis.

2) mengadakan pertanggungjawaban

kesalahan.

3) menetapkan struktur, wewenang

dan tanggung jawab.

4) menunjukkan komitmen terhadap

kompetensi.

5) menyelenggarakan akuntabilitas.

b. Penaksiran Risiko (Risk
Assessment)
1) spesifikasi  sasaran  yang
sesuai
2) identifikasi dan analisis risiko
3) menaksir penyelewengan
risiko
4) identifikasi dan  analisis
perubahan yang signifikan
C. Aktifitas Pengendalian (Control
Activities).
1) memilih dan mengembangkan
aktivitas kontrol.
2) memilih dan mengembangkan
kontrol umum terhadap
teknologi.

3) menyebarkan kebijakan dan

prosedur.
4) Informasi dan  Komunikasi
(Information and

Communication)



2.24.

5) menggunakan informasi
yang relevan

6) komunikasi internal

7) komunikasi eksternal.

8) Pemantauan (Monitoring)

9) mengadakan evaluasi terus-
menerus dan / atau berkala

10) evaluasi dan  defisiensi

komunikasi.

Tujuan Pengedalian Intern

Menurut Mulyadi (2010:163),

tujuan pengendalian intern yaitu:

Menjaga kekayaan organisasi.
Adanya pengendalian yang baik
maka penyelewengan kekayaan
fisik suatu perusahaan dapat
diminimalkan.

Mengecek ketelitian dan
kehandalan data akuntansi. Yaitu
manajemen memerlukan data
informasi keuangan yang teliti,
akurat serta andal untuk
menjalankan kegiatan usahanya.
Mendorong efisiensi.
Pengendalian intern bertujuan
untuk mencegah duplikasi usaha
yang tidak dalam segala kegitan
operasional  perusahaan dan
mencegah penggunaan sumber
daya perusahaan yang tidak

efisien..

4. Mendorong dipatuhinya
kebijakan manajemen. Untuk
mencapai tujuan  perusahaan
manajemen menetapkan

kebijakan dan prosedur.

2.2.5. Karakteristik  Pengendalian

Intern

Menurut Murti  Sumarni dan
Jhon Soeprihanto dalam Lia (2007:13),
karakteristik sistem pengendalian intern

yang baik adalah sebagai berikut :

1. Akurat
Setiap informasi dari sistem
informasi harus akurat sebab jika
tidak akan terjadi ketidaktepatan
dalam pengambilan keputusan.

2. Tepat Waktu
Informasi segera dikumpulkan,
diarahkan, dan segera dievaluasi
sehingga dapat bermanfaat saat
pengambilan keputusan.

3. Obyektif dan dapat dimengerti
Obyektifitas membuat prestasi
individu  bisa dibandingkan
dengan kriteria yang jelas
sehingga perasaan diperlukan
adil dapat dirasakan oleh
karyawan. Sistem pengendalian
yang jelas dan mudah dipahami
membuat anggota organisasi

tahu apa yang dilakukan.



4. Dipusatkan pada titik

pengendalian strategis

Sistem pengendalian sebaiknya
dipusatkan pada daerah yang
rawan terjadinya penyimpangan
khususnya yang menyangkut

financial.

. Ekonomis

Biaya untuk  implementasi
sistem pengendalian sebaiknya
ditekan seminimal mungkin tapi
menghasilkan daya dan hasil
guna yang tinggi. Dengan kata
lain manfaat yang diperoleh
harus lebih besar dibandingkan
dengan biaya yang dikeluarkan
dalam mencapai manfaat

tersebut.

. Fleksibel

Sistem pengendalian itu harus
fleksibel, sehingga organisasi
akan lebih mudah bertindak
untuk mengatasi perubahan yang
kurang menguntungkan atau
memanfaatkan kesempatan baru
dengan jalan mencari alternatif-
alternatif rencana yang akan
dilakukan.

. Berorientasi pada perbaikan
Sistem pengendalian yang baik
harus  dapat  menghasilkan
informasi yang mengarah pada

perbaikan. Dimana informasi

tersebut kemudian segera
disampaikan pihak-pihak yang
bertanggung jawab untuk segera
melakukan tindakan perbaikan
terhadap kelemahan-kelemahan

yang ada.

2.2.6. Langkah-Langkah Dalam
Proses Pengendalian

Menurut Henry dalam Lia
(2007:19), langkah-langkah  dalam
proses pengendalian adalah :

1. Menetapkan standart dan metode
untuk mengukur prestasi.

2. Mengukur prestasi yang

merupakan proses
berkesinambungan dan
berulang-ulang yang

frekuensinya tergantung pada
jenis aktivitasnya.

3. Menentukan apakah prestasi
kerja sudah mencapai standar
yang merupakan tindak lanjut
dari  langkah  kedua yaitu
membandingkan antara langkah
satu dan langkah dua.
7.Mengambil tindakan koreksi
dimana hal ini dilakukan apabila
terjadi  penyimpangan  pada

langkah satu dan langkah dua.
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2.2.7. Keterbatasan  Pengendalian

Intern.

Keterbatasan sistem
pengendalian intern menurut Siti Kurnia
Rahayu dan Ely Suhayati (2009:238)

adalah :

1. Pertimbangan manusia
dalam pengambilan
keputusan dapat salah.

2. Pengendalian intern dapat
rusak karena kegagalan yang
sifatnya manusiawi seperti
kekeliruan sederhana.

3. Adanya kolusi antara
personel sehingga
pengendalian tidak efektif.

4. Manajemen yang
mengabaikan pengendalian
intern.

5. Biaya pengendalian intern
tidak boleh melebihi manfaat
yang diharapkan dari
pengendalian tersebut.

2.3. Persediaan Barang Dagangan

2.3.1. Pengertian Persediaan Barang

Dagangan

Menurut Agus Ristono (2009:1)
persediaan barang dagangan dapat
diartikan sebagai barang-barang yang
disimpan untuk digunakan atau dijual

pada masa atau periode yang akan

datang.  Persediaan  terdiri  dari
persediaan bahan baku, persediaan
barang setengah jadi, dan persediaan

barang jadi.

2.3.2. Penggolongan Persediaan

Barang

Bagi perusahaan dagang yang di
dalam usahanya adalah membeli dan
menjual kembali barang-barang, pada
umumnya persediaan yang dimiliki

diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Persediaan barang dagangan,
untuk  menyatakan  barang-
barang yang dimiliki dengan
tujuan akan dijual kembali di
masa yang akan datang. Barang-
barang ini secara fisik tidak akan
berubah sampai dengan barang
tersebut dijual kembali.

2. Lain-lain  persediaan, seperti
supplies kantor (toko), dan alat-
alat pembungkus dan lain
sebagainya. Barang-barang ini
biasanya akan dipakai
(dikonsumsikan) dalam jangka
waktu relatif pendek dan akan
dibebankan  sebagai biaya
administrasi dan umum atau
biaya pemasaran. Oleh karena
itu  biasanya pada jenis

persediaan  ini  diperlakukan
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2.3.3.

sebagai biaya (dibayar di muka)
atau persediaan supplies.

Metode Pecatatan Persediaan
Barang
Menurut Mulyadi (2010:151),

metode yang dapat digunakan dalam

pencatatan persediaan yaitu :

1. Metode Persediaan Fisik
Dalam metode ini,
perusahaan hanya mencatat
penambahan persediaan dari
pembelian saja, sedangkan
berkurangnya persediaan
karena  penjualan  tidak
dicatat dalam kartu
persediaan. Untuk
mengetahui  harga pokok
barang yang dijual,
perusahaan harus
menghitung sisa fisik
persediaan dalam gudang.

2. Metode Mutasi Persediaan
Metode ini cocok untuk
digunakan dalam penentuan
biaya bahan baku dalam
perusahaan  yang harga
pokok produknya
dikumpulkan dengan metode
harga pokok pesanan. Setiap
mutasi persediaan dicatat
dalam kartu persediaan, baik

itu penambahan persediaan

2.3.4. Prosedur

dari  pembelian  maupun
berkurangnya persediaan
karena terjadi penjualan,
dengan  demikian  akun
persediaan  akan  selalu
menunjukkan nilai
persediaan pada setiap saat.
Pencatatan secara pertual
berguna untuk menyediakan
laporan bulanan atau laporan
interim, dimana perusahaan
dapat langsung menentukan
jumlah dan harga pokok
persediaan yang dimilikinya
tanpa  harus  menhitung
persediaan  fisik terlebih
dahulu.

Pengawasan

Persediaan

. Fungsi dan Organisasi

Menurut  Zaki  (2007:244),
prosedur pengawasan produksi
adalah prosedur yang dimulai
dari keluarnya order produksi,
mengikuti pelaksanaannya, dan
apabila  perlu  mengadakan
penyesuaian-penyesuaian.

Dalam membuat order produksi,
perlu tersedianya bahan,
kapasitas pabrik, dan
kemampuan karyawan. Order

produksi biasanya  dibuat
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beberapa lembar dan dikirimkan
pada tiap-tiap bagian yang akan
mengerjakan  order tersebut.
Prosedur pengawasan produksi
ini  erat kaitannya dengan
prosedur  pesaan  penjualan,
prosedur pengiriman dan
prosedur pembelian.

. Prosedur  persediaan  yang
digunakan

Untuk melakukan pengawasan
persediaan dilakukan prosedur
persediaan  baku  (perpetual
inventory), yaitu dimana tiap-
tiap jenis persediaan dibuat satu
kartu (rekening) yang
menunjukkan  kuantitas  dan
harga pokoknya. Kartu ini
didebit dari pembelian dan
dikredit dari dengan jumlah yang
dikeluarkan dari gudang.
Penggunaan metode ini dapat
dihubungkan dengan prosedur-
prosedur lain. Kuantitas yang
dicatat dalam kartu persediaan
erat  hubungannya  dengan
prosedur pengawasan prosuksi
yaitu untuk menentukan kapan
bahan-bahan harus  dibeli,
sedangkan  harga  pokoknya
dihubungkan dengan sistem

biaya produksi.

3. Formulir

Dalam  prosedur persediaan
buku, digunakan  formulir-
formulir sebagai berikut :

a. Rekening bahan baku dan
barang jadi
Rekening-rekening ini
disamping menunjukkan
kuantitas juga menunjukkan
harga pokoknya. Rekening
ini dibagi 3 kolom untuk
diterima, dikeluarkan, dan
saldo.

b. Rekening barang dalam
proses
Rekening ini dapat dibuat
untuk seluruh bagian, jadi
hanya satu rekening, atau
dibuatkan satu rekening
untuk setiap bagian
produksi.

c. Bukti pembukuan
Faktur ~ pembelian  atau
laporan penerimaan barang
digunakan untuk mendebit
rekening persediaan bahan.
Bill of material atau surat
permintaan bahan
digunakan untuk mengkredit
rekening persediaan bahan.
Rekening barang dalam
proses dicatat  berdasar
persediaan bahan. Rekening

barang dalam proses dicatat
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berdasar job ticket.
Rekening  barang  jadi
didebit dengan dasar bukti
transfer dan dikredit dari
tembusan faktur penjualn
atau surat perintah
pengiriman.
d. Kartu gudang
Kartu gudang (store ledger)
adalah  kartu-kartu yang
dipegang  oleh  bagian
gudang hanya menunjukkan
untuk  mencatat mutasi
persediaan. Catatan kartu
gudang hanya menunjukkan
kuantitas tanpa harganya.
e. Kartu barang
Kartu barang adalah yang
ditempelkan pada rak, atau
peti tempat barang-barang
disimpan.
2.4.  Penerimaan Barang Dagangan
2.4.1. Pengertian Penerimaan

Barang Dagangan

Menurut Mulyadi (2008:299),
bahwa penerimaan barang mencakup
fungsi yang bertanggung jawab untuk
melakukan pemeriksaan terhadap jenis,
mutu, dan kualitas barang yang diterima
dari pemasok guna menentukan dapat
atau tidaknya barang tersebut diterima

oleh perusahaan.

2.4.2. Sistem dan
Penerimaan Barang Dagangan

Prosedur

Dalam prosedur penerimaan
barang berkaitan erat dengan prosedur
pembelian. Mulyadi
(2008:299), prosedur pembelian untuk

Menurut

penerimaan barang dagangan adalah :

1. Prosedur permintaan pembelian
Dalam prosedur ini, fungsi
gudang mengajukan permintaan
pembelian dalam formulir surat
permintaan pembelian kepada
fungsi pembelian. Jika barang
tidak disimpan di gudang,
misalnya barang-barang
langsung pakai, fungsi yang
memakai barang mengajukan
permintaan pembelian langsung
ke fungsi pembelian dengan
menggunakan surat permintaan
pembelian.

2. Prosedur permintaan penawaran
harga dan pemilihan pemasok
Dalam prosedur ini, fungsi
pembelian mengirimkan surat
permintaan penawaran harga
kepada para pemasok untuk
memperoleh informasi mengenai
harga barang dan berbagai syarat
pembelian, untuk
memungkinkan pemilihan

pemasok yang akan ditunjuk
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sebagai pemasok barang yang
diperlukan oleh perusahaan.

. Prosedur order pembelian

Dalam prosedur ini, fungsi
pembelian mengirim surat order
pembelian kepada pemasok yang
dipilih  dan memberitahukan
kepada unit-unit organisasi lain
dalam perusahaan (misalnya
fungsi permintaan, fungsi yang
meminta barang, dan fungsi
pencatatan utang) mengenai
order pembelian yang sudah
dikeluarkan oleh perusahaan.

. Prosedur penerimaan barang
Dalam prosedur ini, fungsi
penerimaan melakukan
pemeriksaan mengenai jenis,
kualitas, dan mutu barang yang
diterima dari pemasok dan
kemudian membuat laporan
penerimaan  barang  untuk
menyatakan penerimaan barang
dari pemasok tersebut.

. Prosedur pencatatan utang
Dalam prosedur ini, fungsi
akuntansi memeriksa dokumen-
dokumen yang berhubungan
dengan pembelian (surat order
pembelian, laporan penerimaan
barang, dan faktur dari pemasok)
dan menyelenggarakan

pencatatan atau mengarsipkan

dokumen sumber sebagai catatan
utang.

6. Prosedur distribusi pembelian
Prosedur ini meliputi distribusi
rekening yang didebitkan dari
transaksi  pembelian  untuk

kepentingan pembuatan laporan

manajemen.

2.4.3. Dokumen Yang Digunakan

Dokumen yang  digunakan
dalam sistem akuntansi pembelian
menurut Mulyadi (2008:306) :

Surat permintaan pembelian

.

Surat permitaan  penawaran
harga

3. Surat order pembelian

4. Laporan penerimaan barang

5. Surat perubahan order

pembelian.

6. Bukti kas keluar
2.5. Pengeluaran Barang
Dagangan
2.5.1. Pengertian Pengeluaran
Barang Dagangan

Menurut Mulyadi (2008:215),
menyatakan bahwa pengeluran barang
dagangan mencakup fungsi yang
bertanggung jawab untuk menyerahkan
barang atas dasar surat order
pengiriman yang diterimanya dari

fungsi penjualan. Fungsi ini
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bertanggung jawab untuk menjamin
bahwa tidak ada barang yang keluar dari
perusahaan tanpa ada otorisasi dari yang
berwenang. Otorisasi ini dapat berupa
surat order pengiriman yang telah
ditandatangani oleh fungsi penjualan,
memo debit yang telah ditandatangani
olen fungsi pembelian untuk barang
yang dikirimkan kembali kepada
pemasok.

2.5.2. Sistem dan Prosedur
Pengeluaran Barang
Dalam prosedur pengeluaran
barang dagangan berkaitan erat dengan
prosedur penjualan. Menurut Mulyadi
(2008:222), jaringan prosedur penjualan
adalah :
1. Prosedur order penjualan
Dalam prosedur ini, fungsi
penjualan menerima order dari
pembeli dan  menambahkan
informasi  penting pada surat
order dari pembeli. Fungsi
penjualan kemudian membuat
surat order pengiriman dan
mengirimkannya kepada
berbagai fungsi yang alain untuk
memungkinkan fungsi tersebut
memberikan kontribusi dalam
melayani order dari pembeli.

2. Prosedur persetujuan kredit

Dalam prosedur ini, fungsi
penjualan meminta persetujuan
kredit kepada pembeli tertentu
dari fungsi kredit.

Prosedur pengiriman

Dalam prosedur ini, fungsi
pengiriman mengirimbarang
kepada pembeli sesuai dengan
informasi yang tercantum dalam
surat order pengiriman Yyang
diterima dari fungsi pengiriman.
Prosedur penagihan

Dalam prosedur ini, fungsi
penagihan  membuat  faktur
penjualan dan mengirimkannya
kepada pembeli. Dalam metode
tertentu faktur penjualan dibuat
olen fungsi penjualan sebagai
tebusan pada saat bagian ini
membuat surat order
pengiriman.

Prosedur pencatatan piutang
Dalam prosedur ini, fungsi
akuntansi mencatat tembusan
faktur penjualan ke dalam kartu
piutang atau dalam metode
pencatatan tertentu
mengarsipkan dokumen
tembusan menurut abjad yang
berfungsi sebagai catatan
piutang.

6. Prosedur distribusi penjualan
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Dalam prosedur ini, fungsi
akuntansi mendistribusikan data
penjualan menurut informasi
yang diperlukan oleh

manajemen.

7. Prosedur pencatatan  harga

pokok penjualan

Dalam prosedur ini, fungsi
akuntansi  mencatat  secara
periodic total harga pokok
produk vyang dijual dalam

periode akuntansi tertentu.

2.5.3. Dokumen Yang Digunakan

Dokumen yang digunakan
dalam sistem penjualan  menurut

Mulyadi (2008:216), adalah :

1. Surat order pengiriman dan
tembusannya
Dokumen ini merupakan
dokumen pokok untuk proses
penjualan kepada pelanggan.

2. Faktur penjualan
Dokumen ini merupakan
dokumen yang dipakai sebagai
dasar untuk mencatat timbulnya
piutang.

3. Rekapitulasi  harga  pokok
penjualan
Merupakan dokumen pendukung

yang digunakan untuk

menghitung total harga pokok
produk yang dijual selama
periode akuntansi tertentu.
4. Bukti memorial
Merupakan dokumen sumber
untuk dasar pencatatan ke dalam
jurnal umum. Dalam sistem
penjualan,  bukti  memorial
merupakan dokumen sumber
untuk mencatat harga pokok
produk yang dijual dalam

periode akuntansi tertentu.

2.2 Penelitian Terdahulu

Dalam skripsi yang ditulis oleh Lia
Setiarini tahun 2008 yang berjudul
“Evaluasi Atas Struktur Pengendalian
Intern Terhadap Prosedur Account
Receivable (AR) dan Account Payable
(AP) pada PT. Asuransi Adira
Dinamika Cab. Malang”,
mengungkapkan bahwa struktur
pengendalian intern yang diterapkannya
sudah cukup baik, tetapi masih terdapat
kelemahan diantaranya adalah ada
formulir (Surat Permohonan
Pembayaran) yang tidak menggunakan
nomer urut tercetak, dimana dapat
memungkinkan terjadinya kecurangan
oleh finance officer yang
mengakibatkan

kerugian  terhadap

perusahaan.
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Dalam skripsi yang ditulis oelh
Sari Rosa Indah tahun 2006 yang
berjudul “Evaluasi Struktur
Pengendalian Intern Atas Pengeluaran
Kas untuk Menanggulangi Penggelapan
Kas pada PT. Viola Center Surabaya’,
mengungkapkan bahwa sistem
akuntansi telah dilaksanakan dengan
baik yaitu dengan ditaatinya prosedur-
prosedur yang ada. Meskipun nagian
pemegang kas dan keuangan belum
bekerja secara efektif dan efesien.

Agung Tri Wahyono tahun 2007
yang  berjudul  “Evaluasi  Sitem
Informasi  Akuntansi Permintaan dan
Pengeluaran Barang Gudang pada CV.
Nizar Bordir Bangil”, menyatakan
bahwa pengendalian intern sangat
rendah. Hali ini dapat dilihat dari
struktur organisasi, perangkap fungsi
dalam perusahaan, ketidakmampuan
perusahaan dalam menentukan nilai
saldo dari persediaan, lingkungan
kantor induk yang terpisah dengan
gudang bahan baku, gudang bahan jadi
dan gudang bahan pembantu
menyebabkan keefektifan pengawasan

dan koordinasi sulit untuk dilakukan

I11. METODE PENELITIAN
3.1. Rancangan Penelitian
Menurut  Sugiyono  (2013:2)

metode penelitian merupakan cara

ilmiah untuk mendapatkan data denga
tujuan dan kegunaan tertentu. Dimana
metode yang digunakan oleh penulis
adalah studi kasus, yaitu pendekatan
yang di  mulai dengan adanya
permasalahan dalam perusahaan.

Jenis  dari  penelitian  ini
merupakan penelitian deskriptif, yaitu
penulis memberikan gambaran dan
penjelasan mengenai suatu masalah
yang ada di perusahaan terutama dalam
pengendalian ~ penerimaan  barang
dagangan dan pengeluaran barang

dagangan.

3.2.  Objek Penelitian

Objek yang akan diteliti dalam
penelitian ini adalah KP-RI Universitas
Jember vyang beralamat di Jalan
Kalimantan No. 27 Jember. Alasan
penulis memilih KP-RI Universitas
Jember adalah perkembangan KP-RI
yang semakin tumbuh beberapa tahun
ini dan salah satunya pada sistem dan
prosedur penerimaan dan pengeluaran

barang dagangan yang dijalankan

3.3.  Sumber dan Jenis Data
3.3.1. Sumber Data

Dalam penyusunan skripsi ini,
diperolen  langsung  dari  objek
penelitian, jadi sumber data yang
diperlukan  hanyalah sumber data

internal yaitu data-data yang diperoleh
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dari  perusahaan sendiri. Misalnya
informasi  yang diperlukan terutama
mengenai  pemgendalian  penerimaan

dan pegeluaran barang dagangan.

3.2 Jenis Data

Jenis data yang diperoleh dalam
penelitian ini adalah data sekunder, data
yang diperoleh langsung dari berbagai
macam keterangan dan penjelasan dari
pihak yang berwenang di dalam
koperasi. Data tersebut berupa hasil
wawancara tertulis dan penjelasannya
yang diperoleh peneliti. Diantaranya
struktur  organisasi dan  prosedur

gudang.
3.3 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2013:224)
teknik pengumpulan data merupakan
langkah yang paling strategis dalam
penelitian, karena tujuan utama dari
penelitian adalah mendapatkan data. Di
dalam teknik pengumpulan data yang

digunakan adalah sebagai berikut :

1. Studi Pustaka
Yaitu mempelajari teori-teori
dari berbagai macam literatur
yang  berhubungan  dengan
pokok bahasan penelitian.

2. Studi Lapangan
Yaitu  peneliti  mengadakan

tinjauan langsung ke perusahaan

untuk mendapatkan data-data
yang dibutuhkan. Diantaranya
adalah :
a. Observasi (pengamatan)
Penulis melakukan pengamatan secara
langsung pada objek penelitian untuk
mendapatkan data-data yang diperlukan.
b. Interview (wawancara)
Pengumpulan data dilakukan dengan
wawancara secara langsung dengan
pihak-pihak terkait. Teknik ini penulis
gunakan untuk pelengkap penggunaan
teknik dokumentasi.
C. Dokumentasi
Pengumpulan data dilakukan dengan
melihat catatan dan dokumen-dokumen
yang ada dalam koperasi yang
berhubungan dengan penelitian.
d. Kuisioner
Pengumpulan data yang dilakukan
dengan member seperangkat pertanyaan
atau pernyataan tertulis kepada pihak-
pihak terkait.

3.4. Populasi dan Sampel
3.4  Populasi

Menurut  Sugiyono  (2013)
populasi adalah wilayah generalisasi
yang terdiri atas obyek ataupun subyek
yang mempunyai kuantitas karakteristik
yang ditetapkan oleh peneliti yang
dipelajari dan  kemudian  ditarik

kesimpulannya. Populasi yang akan di
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teliti adalah seluruh karyawan KP-RI

Universitas Jember.

3.4.1 Sampel

Untuk menetukan sampel dalam
penelitian ini, peneliti menggunakan
nonprobability ~ sampling.,  dengan
teknik convenience sampling. Metode
tersebut digunakan untuk memilih
sampel dari populasi dengan
pertimbangan sampel. Dalam penelitian
ini sampel yang digunakan adalah
karyawan KP-RI Universitas Jember
sebanyak 10 orang diantaranya Badan
Pengawas (1 orang), Manager Toko,
Kepala Gudang, Supervisor (2 orang),
Staff Gudang (2 orang), Pramuniaga (3

orang) di KP-RI Universitas Jember.

3.5  Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan
dalam penelitian ini adalah metode
deskriptif kualitatif. Tujuannya adalah
mengungkap fakta, keadaan, dan
fenomena yang terjadi saat penelitian.

Untuk  menjawab  rumusan
masalah di atas, maka data-data yang
diperoleh diidentifikasi secara kualitatif,
yaitu dengan mengkaji, memaparkan,
menelaah, dan menjelaskan data-data
yang diperoleh pada KP-RI Universitas
Jember guna mendapatkan gambaran

yang jelas dan menyeluruh.

1VV. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.2 Analisis Data

4.2 Analisis Data dan Pembahasan

4.2.1. Penerapan Pengendalian
Intern Atas Penerimaan dan
Pengeluaran Barang Dagangan
Pada KP-RI Universitas Jember

Ada beberapa unsur dari
penerapan pengendalian intern atas
penerimaan dan pengeluaran barang
dagangan yang dilaksanakan oleh KPRI
Universitas Jember, diantaranya adalah
struktur  organisasi pada KP-RI
Universitas Jember merupakan bagian
pertama dari penerapan pengendalian
intern atas penerimaan dan pengeluaran
barang  dagangan pada  KP-RI
Universitas  Jember.  Mulai  dari

Pembina, Pengawas, Penasehat,
Pengurus inti serta pengelola dan staff
yang bekerja di KP-RI Universitas
Jember. Pengurus inti tersebut terdiri
dari Ketua Umum, Sekretaris Umum,
Bendahara Umum dan pengurus inti
lainnya yang dipilih melalui Rapat
Anggota Tahunan (RAT) di KP-RI
Universitas Jember. Kemudian juga
adanya pemisahan fungsi pada unit
usaha toko pada KP-RI Universitas

Jember.

Pembagian tugas dan fungsi
pada Unit Usaha Toko tersebut
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dilaksanakan sesuai dengan keahlian
yang dimiliki.

Dalam meningkatkan kinerja
karyawan, pada KP-RI Universitas
Jember melakukan sistem reward dan
punishment bagi karyawan yang
berdasarkan pada Indek Kinerja
Pengelola  (IKP). Indeks Kinerja
Pengelola tersebut dihitung berdasarkan
pada jumlah hari kerja efektif dan
jumlah kehadiran karyawan selama satu

tahun.

Kode | Variabel  yang | Bobot

dinilai

A Ketidakhadiran 1

karena sakit

B Ketidakhadiran 2

karena ijin

C Tidak masuk | 5

tanpa alas an

D Terlambat masuk | 2
kerja

E Pulang lebih | 3
awal

F Presensi  ditulis | 1
tangan

Tabel 4.1 Penilaian Absensi Pengelola

KP-RI Universitas Jember

Setiap  pengurus  melakukan
tugas dan fungsinya sesuai sistem dan
prosedur yang telah ditetapkan oleh

koperasi, meskipun terdapat beberapa

kendala seperti kerusakan pada barang
dan sering terjadi ketidakcocokan
pencatatan barang di gudang dengan di
toko. Kendala-kendala tersebut
disebabkan oleh kelalaian pengecekan
barang dan pengujian kualitas barang
pada fungsi penerimaan dan

penyimpanan barang di gudang.

Untuk mengantisipasi kendala
atau risiko tersebut, KP-RI Universitas
Jember memberikan pelatihan dan
pendidikan bagi karyawan sesuai
dengan keahliannya masing-masing.
Menjadi tanggung jawab manager setiap
unit yang ada pada koperasi untuk
memberikan pelatihan dan pendidikan

secara terus menerus bagi karyawan.

Penilaian kinerja pengurus dan
pengawas pada KP-RI Universitas
Jember melalui rencana kinerja yang
dipertanggung jawabkan pada Rapat
Anggota Tahunan (RAT), sedangkan
bagi pengelola berdasarkan pada daftar
hadir. Daftar hadir karyawan tersebut
dilakukan dengan menggunakan manual

dan checklock.

Teknologi dan informasi pada
KP-RI Universitas Jember untuk semua
kegiatan transaksi yang dilakukan
menggunakan  sistem  komputerisasi
serta sistem pengarsipan Yyang rapi.

Website resmi  KP-RI  Universitas
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Jember juga bagian dari usaha koperasi
untuk memberikan informasi dan
informasi

mendapatkan mengenai

kebutuhan konsumen koperasi.

Berikut penjelasan terkait sistem
dan  prosedur  penerimaan  dan
pengeluaran barang dagangan pada KP-

RI Universitas Jember.

4.2.1.1.Sistem dan Prosedur
Penerimaan Barang Dagangan
Pada KP-RI

Jember

Universitas

A. Dokumen Yang Digunakan.
1. faktur / Nota.

Merupakan dokumen yang berfungsi
sebagai bukti pembelian barang dari

supplier. a.
2.bukti Penerimaan Barang (BPB).

Merupakan dokumen yang dibuat oleh
gudang sebagai bukti barang yang
diterima sudah sesuai dengan yang

diminta.

3.Surat Permintaan Pembelian Barang
(SPPB)

Merupakan dokumen yang dikeluarkan
oleh koordinator toko untuk meminta
kepada bagian pembelian melakukan

pembelian barang dengan jenis, jumlah,

dan kualitas seperti yang tersebut dalam
SPPB.

1.Kartu Persediaan

Kartu yang digunakan untuk mencatat
mutasi persediaan barang dagangan,
yaitu mencakup saldo awal,
penerimaan, pengeluaran dan saldo
akhir.

2.Laporan Persediaan

Laporan persediaan mingguan tentang
mutasi persediaan barang dagangan,
yaitu mencakup saldo awal,
penerimaan, pengeluaran, dan saldo
akhir.

B. Prosedur Penerimaan Barang

Dagangan

1. Petugas Gudang

a. Menerima barang dagangan beserta
faktur/nota dari supplier atau bagian
pembelian.

b. Mengecek barang dagangan
yang diterima dengan faktur/nota dan
SPPB 2 lembar untuk memastikan
apakah barang dagangan tersebut sesuai
dengan yang dipesan baik jenis, jumlah,
dan  kualitasnya.  Jika  terdapat
ketidaksesuaian, langsung
menginformasikan  kepada  bagian
pembelian.

C. Membuat Bukti  Penerimaan

Barang (BPB) rangkap 3.
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d. Mencatat penerimaan barang
dagangan dalam kartu persediaan sesuai
dengan jenis barangnya.
e. Menginput data penerimaan
barang ke komputer berdasarkan kode
barang.
f. Menyerahkan BPB 2 lembar
beserta faktur dari supplier ke Kkasir
pusat dan BPB 1 lembar ke bagian
pembelian.
g. Membuat laporan persediaan
mingguan untuk kepala gudang.

2. Bagian Pembelian
a. Menerima BPB 1 lembar dari
gudang.
b. Membuat SPPB 2 rangkap,
lembar 1 untuk bagian akuntansi dan
lembar 2 untuk arsip bagian pembelian.
C. Membandingkan BPB dengan
SPPB untuk memastikan bahwa barang
yang diterima telah sesuai dengan yang
diterima.
d. Menerima informasi dari gudang
jika ada ketidaksesuaian antara barang
yang diterima dengan notanya dan
kemudian  menindaklanjuti  dengan
menukarkan atau mengembalikan pada
supplier.
e. Menyerahkan BPB 1 lembar
pada bagian akuntansi.
3. Bagian Akuntansi
a. Menerima faktur, BPB, dan

SPPB masing-masing 1 lembar dari

bagian pembelian untuk kemudian

dicocokkan

b. Menjurnal penerimaan barang
dagangan

C. Mencatat dalam buku besar.

d. Mengarsipkan semua data yang
diterima.

4.2.2. Evaluasi Pengendalian Intern
Atas Penerimaan dan
Pengeluaran
Dagangan Pada KP-RI

Universitas Jember

Barang

Unsur-unsur pengendalian intern
menurut SPAP 2011 terbagi menjadi 5
unsur yaitu : (1) Lingkungan
pengendalian; (2) Penaksiran risiko; (3)
Aktivitas pengendalian; (4) Informasi
dan komunikasi; (5) Pemantauan.
Berdasarkan rumusan masalah, peneliti
akan mengevaluasi dengan cara
membandingkan penerapan
pengendalian intern atas penerimaan
dan pengeluaran barang dagangan pada

KP-RI  Universitas Jember dengan

unsur-unsur pengendalian intern
tersebut.
1. Lingkungan Pengendalian

Menurut SPAP 2011, unsur
lingkungan pengendalian ini merupakan
dasar  untuk  semua  komponen
pengendalian  intern  yang lain.
Lingkungan pengendalian menetapkan

corak organisasi yang mempengaruhi
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a. Menunjukkan

lingkungan

a. Menunjukkan

kesadaran pengendalian orang-orangnya
seperti :

komitmen atas
integritas dan nilai etis

. Adanya struktur organisasi yang
jelas

Kedisiplinan karyawan.

Pada KP-RI Universitas Jember

penerapan prinsip-prinsip pada unsur

pengendalian  tersebut

diantaranya :

komitmen atas
integritas  dan  nilai  etis
ditunjukkan dengan menerapkan
sistem reward dan punishment.
Bagi yang memiliki kinerja baik
akan  mendapatkan  reward
berupa bonus atau perpanjangan
masa kerja. Sedangkan untuk

punishment akan diberhentikan

dari jabatannya. Pengukuran
kinerja  karyawan dilakukan
dengan Indeks Kinerja

Pengelola (IKP) yang dihitung
berdasarkan pada jumlah hari
kerja  efektif dan jumlah
kehadiran selama satu tahun.

. Adanya struktur organisasi yang
jelas ditunjukkan dengan adanya
struktur organisasi mulai dari
Pembina, Penasehat, Pengawas,
Pengurus inti, sampai pada staff-

staff yang bekerja di KP-RI

risiko

pengidentifikasian,

pengolahan

Universitas Jember  (struktur

organisasi terlampir).

dilihat dari
yang

tata cara

Hal ini dapat
peraturan-peraturan
ditetapkan  berupa
kepegawaian, disiplin kerja dan

perilaku. Kedisiplinan karyawan

salah  satunya  ditunjukkan
dengan  presensi  kehadiran
karyawan  yang  dilakukan

dengan checklock dan manual

(contoh  presensi  karyawan
secara  manual  terlampir).
Peraturan tersebut
dikomunikasikan ke seluruh

pengurus dan pengelola yang
selanjutnya dilaksanakan oleh
selurun elemen di koperasi.
Seluruh pengurus dan pengelola
dituntut hal yang sama dan
memiliki tanggung jawab yang
sama untuk mematuhi segala
jenis

peraturan.  Penerapan

peraturan tersebut akan

mempengaruhi penilaian kinerja

pengelola yang dijadikan dasar

untuk pemberian reward dan

punishment.

Penaksiran Risiko

Menurut SPAP 2011, penaksiran
merupakan proses

analisis, dan

risiko. Adapun prinsip-
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prinsip penaksiran risiko sebagi berikut

a. ldentifikasi dan analisis risiko

b. Menaksir penyelewengan risiko
Pada KP-RI Universitas Jember

tersebut

penerapan  prinsip-prinsip

diantaranya :

a. KP-RI Universitas Jember terus
mengalami  peningkatan  dari
tahun ke tahun. Semakin tinggi
tingkat kualitas pelayanan maka
semakin besar risikonya, seperti
kecurangan yang dilakukan oleh
pengelola maupun pengurus,
manipulasi data, maupun
kecurangan yang dilakukan oleh
pihak-pihak luar koperasi.

b. Mengantisipasi adanya risiko
salah satunya dengan
mengantisipasi jika ada
karyawan baru maka akan

menjadi tanggung jawab
manager unit yang
membawahinya seperti

memberikan dan meningkatkan
kualitas pendidikan serta
pelatihan.
3. Aktivitas Pengendalian
Menurut SPAP 2011, aktifitas
pengendalian adalah kebijakan dan
prosedur yang membantu meyakinkan

bahwa tindakan yang diperlukan telah

dilaksanakan untuk menghadapi risiko
dalam pencapaian tujuan entitas.
a. Mengembangkan aktivitas
kontrol
b. Mengembangkan kontrol umum
terhadap teknologi
Pada KP-RI Universitas Jember
penerpan prinsip-prinsip pada unsur
tersebut

aktivitas pengendalian

diantaranya :

a. Pengembangan aktivitas kontrol
pada KP-RI Universitas Jember
dilakukan  dengan  penilain

kinerja. Penilaian Kinerja untuk

pengelola, pengurus, dan
pengawas memiliki perbedaan.

Untuk  pengelola  penilaian

Kinerja berdasarkan daftaf hadir,

sedangkan bagi pengurus dan

pengawas memlalui rencana
kinerja yang dipertanggung-

jawabkan pada RAT (Rapat

Anggota Tahunan)

b. Mengembangkan kontrol umum
terhadap teknologi ini
dibuktikan ~ dengan  semua
kegiatan transaksi sudah
menggunakan sistem

komputerisasi dan terarsipkan
dengan baik.

4, Informasi dan Komunikasi
Menurut SPAP 2011, informasi

terdiri dari metode dan catatan yang
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dibangun untuk mencatat, mengolah,
meringkas, dan melaporkan transaksi
entitas. Sedangkan komunikasi
mencakup penyediaan suatu
pemahaman tentang peran dan tanggung
jawab individual berkaitan dengan
pengendalian intern terhadap pelaporan.
a. Menggunakan informasi yang
relevan
b. Komunikasi internal dan
eksternal
Pada KP-RI Universitas Jember
penerapan  prinsip-prinsip  tersebut
diantarnya :
a. Pada prinsip ini dibuktikan
dengan  aktif  mendapatkan
informasi mengenai kebutuhan
para konsumen dengan
menyediakan kotak kritik dan
saran maupun melalui media
sosial (website) yang selanjutnya

akan menjadi bahan evaluasi

koperasi untuk terus
meningkatkan kualitas
pelayanan.

b. Komunikasi internal dan

eksternal juga berjalan dengan
baik dan didukung oleh alat
komunikasi yang relevan
dibuktikan  dengan  dengan
berbagai media yang digunakan
seperti telefon dan media sosial.

5. Pemantauan

Menurut SPAP 2011, unsur
pemantauan adalah proses penentuan
kualitas kinerja pengendalian intern
sepanjang waktu yang mencakup
penentuan desain dan

operasi  pengendalian  tepat
waktu dan pengambilan tindakan
koreksi.

a. Pemantauan dan evaluasi terus
menerus

b. Evaluasi komunikasi
Pada KP-RI Universitas Jember

prinsip-prinsip dari unsur pemantauan
tersebut diantaranya :

a. Fungsi pemantauan dan evaluasi
yang menjadi tanggung jawab
manager unit sudah berjalan
dengan baik dan optimal dengan
memberikan pemahaman

terhadap prosedur, tugas, dan

fungsinya terhadap bawahannya.
b. Evaluasi terhadap komunikasi
dengan pihak luar juga sudah
berjalan dengan optimal dan

dilakukan secara terus menerus.

V. KESIMPULAN DAN SARAN
5.1 Kesimpulan
5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan
pembahasan yang dilakukan oleh

peneliti pada KP-RI Universitas Jember
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a. Penerapan pengendalian intern
atas penerimaan dan pengeluaran
barang  dagangan pada  KP-RI
Universitas Jember sudah cukup baik.
Hal ini dibuktikan dengan terpenuhinya
unsur-unsur pengendalian intern
(menurut SPAP 2011) yaitu lingkungan
pengendalian, penaksiran risiko,
aktivitas pengendalian, informasi dan
komunikasi, serta pemantauan. Kelima
unsur tersebut hampir sepenuhnya
diterapkan pada KP-RI Universitas
Jember.
b. Kemudian pengukuran
efektivitas pengendalian intern atas
penerimaan dan pengeluaran barang
dagangan pada KP-RI Universitas
Jember keseluruhan dinyatakan berjalan
dengan Efektif. Hal ini dibuktikan
dengan hasil pengukuran efektivitas
pengendalian intern (menurut COSO
Freamwork 2013) yang telah dilakukan
peneliti menggunakan kuisioner dengan
24 pernyataan yang dibagikan kepada 5
responden. Adapun hasil pengukuran
efektivitas pengendalian intern tersebut
sebagai berikut :
1. Lingkungan Pengendalian
berjalan dengan  Sangat
Efektif, hal ini dibuktikan
dengan koperasi
menetapkan pembagian

tugas yang jelas terhadap

karyawan, adanya struktur
organisasi yang jelas, dll.
Penaksiran Risiko berjalan
dengan Sangat Efektif, hal
ini  dibuktikan  dengan
koperasi talah
mengantisipasi risiko
adanya kegagalan dalam
menjalankan  sistem  dan
prosedur yang telah
ditetapkan, serta tindakan
perbaikan yang dilakukan
dengan  segera  apabila
terjadi kesalahan.

Aktivitas Pengendalian
berjalan dengan Efektif, hal
ini  dibuktikan  dengan
sistem dan prosedur yang
jelas  beserta dokumen-
dokumen yang digunakan
pada saat penerimaan dan
pengeluaran barang
dagangan berlangsung.
Informasi dan Komunikasi
berjalan dengan Efektif, hal
ini  dibuktikan  dengan
koperasi aktif dalam usaha
mendapatkan informasi
untuk memenuhi kebutuhan
konsumen.

Pemantauan berjalan dengan
Efektif, hal ini dibuktikan

dengan koperasi mampu
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mengadakan  pengawasan
yang berkesinambungan
untuk  mencapai  tujuan

koperasi secara konsisten.

5.2 Saran

Berikut ini peneliti memberikan saran
yang mungkin dapat digunakan oleh
koperasi dan penelitian yang akan
dilakukan selanjutnya sebagai bahan
pertimbangan dan masukan maupun
pengembangan koperasi di masa

mendatang.

1. Sebaiknya lebih teliti kembali
pada bagian gudang dalam hal
penyimpanan barang dan pada
saat pendistribusian barang ke
toko, agar tidak terjadi
kerusakan maupun kehilangan.

2. Meningkatkan dan melakukan
pembaharuan sistem dan
prosedur penerimaan dan
pengeluaran barang dagangan
yang lebih baik sesuai dengan
laju pertumbuhan koperasi.

3. Akan lebih  baik apabila
dilakukan penelitian selanjutnya,
peneliti  berpartisipasi  secara
penuh dalam proses penerimaan
dan pengeluaran barang
dagangan agar data yang

diperoleh lebih akurat.
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